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RINGKASAN 
 
Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, 
perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang 
kehadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta 
yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. 
Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-
peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah 
yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan 
UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-
syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk 
menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan 
hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, 
terutama pihak-pihak yang berkepentingan. 
Secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris 
bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan 
dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta 
itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam 
pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan 
hukum pihak-pihak tersebut. 
Dalam melaksanakan tugas jabatannya, para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan 
yang diamanatkan oleh undang-undang semata sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang 
sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan 
masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik 
Notaris. 
Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah 
mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 
Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menentukan “ Notaris maupun orang lain 
(selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : “Membuat akta melebihi 
batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” Dengan 
ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta 
adalah merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua 
notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris. 
Banyak notaris dalam praktiknya yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) dalam 
satu harinya. Akhir-akhir ini banyak dijumpai adanya Notaris yang membuat akta dengan jumlah 
di luar kewajaran, bahkan pada saat rapat koordinasi Majelis Pengawas yang dihadiri Mahkamah 
Agung, Kejaksaan Agung dan Polri beranggapan bahwa akta yang dibuat dalam jumlah yang 
tidak wajar dianggap mempunyai/ada indikasi kuat merupakan pelanggaran jabatan dan dapat 
pula menjadi indikasi adanya pelanggaran pidana. 
Untuk melindungi Jabatan Notaris dan mayarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait 
kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris 
Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 
Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam peraturan tersebut ditentukan oleh 
Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah 
sebanyak 20 (dua puluh) akta.       
  
Masih sedikitnya pemahaman tentang kewenangan Dewan Kehormatan Pusat membatasi 
jumlah pembuatan akta oleh Notaris dan sanksi yang dapat diterima oleh Notaris yang melanggar 
peraturan Dewan Kehormatan Pusat, memunculkan permasalahan yang akan penulis kemukakan 
dalam penelitian ini, antara lain : 
1. Apakah Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia berwenang membatasi jumlah 
pembuatan akta oleh Notaris? 
2. Apa Sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan DKP-INI No. 1 Tahun 2017? 
 
Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis 
menguraikan sebagai berikut, Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk membuat 
peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris berdarsarkan Anggaran Dasar dan Kode 
Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dengan demikian Kongres Ikatan Notaris Indonesia telah 
memberikan kewenangan secara khusus kepada Dewan Kehormatan untuk menentukan batas 
jumlah kewajaran pembuatan akta. Pembuatan peraturan untuk menegakkan Kode Etik 
dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat sbersama-sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris 
Indonesia.   
Sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan DKP-INI No. 1 Tahun 2017, 
yakni Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan 
pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, 
sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan 
pelanggaran Kode Etik dapat berupa : (1) Teguran; (2) Peringatan; (3) Skorsing (pemecatan 
sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; dan (4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan 
Perkumpulan. Notaris dalam melaksanankan tugas sehari-hari tidak hanya berpedoman pada 
UUJN akan tetapi berpedoman pada Kode Etik Notaris yang merupakan suatu peraturan yang 
dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang mana merupakan suatu organisasi yang dibentuk 
berdasarkan Pasal 82 UUJN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ABSTRAK 
 
Untuk melindungi Jabatan Notaris dan mayarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait 
kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris 
Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 
Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam peraturan tersebut ditentukan oleh 
Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah 
sebanyak 20 (dua puluh) akta.       
Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut kewenangan Dewan 
Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam membatasi jumlah pembuatan akta oleh 
Notaris dan mengkaji sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Peraturan Dewan 
Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder 
sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk 
membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris berdasarkan Anggaran Dasar 
dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pembuatan peraturan tersebut dilakukan bersama-sama 
oleh Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Notaris yang 
melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat dapat dijatuhi sanksi berupa teguran, 
peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dari keanggotaan Perkumpulan. 
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ABSTRACT 
 
To protect the Notary Public Offices and the people who use Notary services related to the 
legal certainty of the deed made by the Notary, the Central Board of Trustees of the Indonesian 
Notaries Association issued the Regulation of the Central Board of Honor No. 1 of 2017 on the 
Fairness Limit of Number of Permanent Deeds. The regulation is determined by the Central 
Board of Trustees that the limit of fairness in the deed per day is 20 (twenty) deeds. 
The author of this thesis wishes to examine and further analyze the authority of the Central 
Board of Trustees of the Indonesian Notaries Association in limiting the number of deeds made 
by Notary and reviewing the sanctions for the Notary in violation of the provisions of the 
Regulation of the Central Board of Trustees of the Indonesian Notaries Association. 
The research method used is normative legal research, that is legal research conducted by 
examining library materials or secondary law material while in searching and collecting data is 
done by two approaches, that is law approach and conceptual approach. 
The results of the study show that the Honorary Board has the authority to make 
regulations in the framework of enforcing the Notary Code of Ethics based on the Articles of 
Association and the Code of Ethics of Indonesian Notaries Association. The drafting of the 
regulation is jointly undertaken by the Central Board of Trustees and the Central Executive 
Board of the Indonesian Notaries Association. Notary who violates the provisions of the Rules of 
the Central Honorary Board may be subject to sanctions in the form of reprimands, warnings, 
temporary dismissals and permanent dismissal of the membership of the Association. 
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 BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1) Dewan Kehormatan Pusat berwenang membatasi jumlah pembuatan akta Notaris 
berdasarkan : 
a. Ketentuan dalam Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dilarang 
membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan 
Kehormatan 
b. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan Dewan Kehormatan 
memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan 
Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat 
Kedudukan Kode Etik Notaris dan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah 
sejajar karena sama-sama ditetapkan oleh Kongres. Kode Etik berfungsi untuk mengatur 
perilaku Notaris, sedangkan Anggaran Dasar untuk mengatur jalannya organisasi. 
Apabila terjadi suatu konflik Norma antara Kode Etik Notaris dengan Anggaran Dasar 
Ikatan Notaris Indonesia maka akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres untuk 
menentukan peraturan mana yang akan disimpangi. 
Pada Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor  Tahun 2017 
Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari  tidak dibuat bersama-sama 
dengan Pengurus Pusat namun tetap memiliki kekuatan mengikat karena telah disepakati 
oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.   
2) Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat 
dikenakan sanksi sebagai berikut :  
a. Sanksi Internal, yaitu sanksi yang bersifat organisatoris berupa Teguran; Peringatan; 
Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting 
(pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari 
keanggotaan Perkumpulan.  
  
b. Sanksi eskternal, yaitu sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan 
Notaris yang berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris. 
 
4.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran berikut ini: 
a. Kewenangan Dewan Kehormatan khususnya dalam pembentukan Peraturan DKP harus 
dipertegas dengan dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia bahwa 
Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dalam rangka 
penegakan kode etik bersama dengan Pengurus Pusat  atau dengan persetujuan Kongres.  
b. Notaris harus mematuhi semua peraturan dalam pelaksanaan tugas jabatannya baik 
peraturan yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun peraturan dalam 
lingkup organisasi agar terhindar dari sanksi.  
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